BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pemberian [UPHHK kepada perusahaan melalui berbagai prosedur dan syarat, di
‘samping memberikan hak bagi perusahaan untuk melakukan pemanfaatan hutan juga
disertai dengan berbagai kewajiban untuk melestarikan hutén.
Kewajiban tersebut antara lain :
a. Membuat dan Menyerahkan :
1). RKUPHHK.
2). RKL UPHHK.
3). RKT UPHHK.
b. Melakukan :
1). Sistem Silvikultur TPTL
2). Penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
3). Penatausahaan keuangan kegiatan usahanya.
4). Kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 hari sejak
izin diterbitkan.
5). Pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
6). Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.
¢. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan.

d. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin.
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e. Melaksanakan :
1). Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
2). Penataan batas areal kerja
3). Permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan.
4). Perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan.
f. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Membayar PSDH.
h. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan.
1. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan)
masyarakat yang berada di dalam atau di sckitar areal kerjanya.
j. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian.
Untuk melestarikan hutan, dilakukanlah berbagai upaya pelestarian hutan
oleh berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hutan,
yaitu:
1. Oleh perusahaan pemegang [UPHHK, yaitu:
a). Dengan melakukan penebangan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yaitu dengan sistem TPTL
b). Pengamanan tegakan tinggal.
¢). Melakukan penanaman, permudaan dan pemeliharaan di areal yang telah
ditebang dan membuat kebun bibit seluas 100 Ha/RKL yaitu dengan MPTS

(Multi Purvose Tree Spesies) atau jenis unggulan/andalan setempat.



d).

g).
h).

i).
3)-
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Melakukan kewajiban tanam kiri-kanan jalan (tebang matahari/bayang) dan
merchabilitasi lahan yang tidak produktif, serta pada tanah-tanah kosong
minimal 300 Ha/tahun dalam waktu 10 tahun.

Mentaati Jatah Produksi Tahunan yang diberikan.

Melakukan penandaan/penomoran pohon-pohon yang akan di tebang dan
yang ditinggalkan sebagai pohon inti atau pohon induk.

Tidak menebang jenis kayu yang dilindung.

Mencegah dan menggulangi terjadinya perambahan hutan.

Membayar Dana Reboisasi (DR).

Melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan pada setiap

buku RKT dan peraturan perundang-undangan.

2. Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara:

a).

b).

d).

usaha rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan GNRHL (Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), yaitu dengan cara :

1). Reboisasi.

2). Penghijauan.

3). Pemelibaraan dan pengayaan tanaman.

4). Konservasi.

pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

. upaya mengendalikan peredaran kayu ilegal (antara lain melalui patroli di

sungai dan darat).
Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan untuk membentuk

pola pikir masyarakat akan pentingnya hutan dan rasa memiliki sehingga
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masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan
pemegang IUPHHK.
Berdasarkan uraian di atas, kewajiban pelestarian hutan telah dilaksanakan oleh
pemegang TUPHHK maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
Kurang optimalnya pelaksanaan pelestarian hutan tersebut tidak terlepas dari adanya
kendala yang dihadapi oleh pemegang ITUPHHK maupun oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Barito Utara.

B. Saran

1. Upaya pelestarian hutan harus lebih difokuskan dengan melibatkan berbagai -
pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan pemegang IUPHHK dan
masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam menjaga Vkelestarian hutan
dengan mengembangkan kepedulian (care) dan tanggung jawab
(responsibility) bersama.

2. Monitoring yang lebih ketat terhadap kinerja perusahaan pemegang
IUPHHK.

3. Penegakan hukum di sektor kehutanan secara tegas, konsisten dan tanpa
diskriminasi terhadap pelaku pelanggaran hukum.

4. Dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai upaya

pelestarian hutan di Kabupaten Barito Utara.
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